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Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang
dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah entitas akuntansi dari
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini, perlu kami
kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi
Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.

3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.

4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak
Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan
akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian
atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan
Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh
informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan
keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum
sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang
membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya
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untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan
akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas
publik.

Bandung, 05 Agustus 2024
7 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil G

Provinsi Jawa Barat,

dr. BERLFHAMDANI GELUNG SAKT!. MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun
2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi
keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas
laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 05 Agustus 2024
% Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil g

Provinsi Jawa Barat,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
= -Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003
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RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (Audited). Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2023 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I. Laporan
Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Audited ini disusun dari
laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun
2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode
dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun
Anggaran 2023 adalah sebesar atau sebesar persen dari yang dianggarkan sebesar Jumlah realisasi
Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA. Realisasi
Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-
LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.739.631.900,00 atau
mencapai 91,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.951.609.670,00 . Jumlah realisasi
Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86
persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen
dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar dan Belanja sebesar
Rp13.739.631.900,00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp13.739.631.900,00).
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat

disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Vii
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Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
. (Audited) (Audited)
Anggaran o Anggaran .
S Realisasi - Realisasi
Belanja 14.951.609.670,00 13.739.631.900,000  15.524.617.441,00{ 14.579.956.076,00
Belanja Operasi 14.642.948.991,00 13.450.792.240,000  15.070.748.941,00{ 14.148.701.251,00
Belanja Pegawai 9.629.069.298,00 8.561.074.465,00 9.816.136.003,00, 9.112.666.305,00
Belanja Barang dan Jasa 5.013.879.693,00 4.889.717.775,00 5.254.612.938,000 5.036.034.946,00
Belanja Modal 308.660.679,00 288.839.660,00 453.868.500,00 431.254.825,00
Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan 304.123.179,00 288.839.660,00 453.868.500,00 431.254.825,00
Mesin
Belanja Modal Aset Tetap 4.537.500,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya
Surplus/(Defisit)-LRA -14.951.609.670,00, -13.739.631.900,00| -15.524.617.441,00| -14.579.956.076,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per
31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.509.736.176,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp12.849.600,00 , Aset Tetap sebesar Rp6.496.886.576,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.077.781,00 yang seluruhnya

merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023
adalah sebesar Rp6.501.658.395,00 . Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan Per 31
Desember 2022 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

. 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Uraian . )
(Audited) (Audited)

Aset Lancar 12.849.600,00 5.381.695,00
Aset Tetap 6.496.886.576,00 6.812.497.871,00
Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Aset 6.509.736.176,00 6.817.879.566,00
Kewajiban Jangka Pendek 8.077.781,00 5.664.279,00
Jumlah Kewajiban 8.077.781,00 5.664.279,00
Ekuitas 6.501.658.395,00 6.812.215.287,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 6.509.736.176,00 6.817.879.566,00

viii
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3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukan kinerja sesungguhnya Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil dalam Tahun Anggaran 2023. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar ,
Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.066.125.540,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar
(Rp14.066.125.540,00) . Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Tahun
Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Ut Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)

Pendapatan-LO

Beban 14.066.125.540,00 14.681.778.472,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -14.066.125.540,00 -14.681.778.472,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Pos Luar Biasa 0,00 0,00
Surplus/(Defisit)-LO -14.066.125.540,00 -14.681.778.472,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun
Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp13.739.631.900,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , RA PPKD
(Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp15.936.748,00 , dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 .
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah
sebagai berikut (dalam rupiah):

s Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Ekuitas Awal 6.812.215.287,00 7.279.622.492,45
Surplus/(Defisit)-LO -14.066.125.540,00 -14.681.778.472,00
RK PPKD 13.739.631.900,00 14.579.956.076,00
RA PPKD (Perolehan) 0,00 0,00
RA PPKD (Penyusutan) 0,00 0,00
Ekuitas 15.936.748,00 -365.584.809,45
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Uraian

Tahun Anggaran 2023
(Audited)

Tahun Anggaran 2022
(Audited)

Ekuitas Akhir

6.501.658.395,00

6.812.215.287,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi

penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK

dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan — LRA, Belanja dan

Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan

dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari

Pendapatan — LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui

berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum

Daerah. Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan

serta informasi tambahan yang diperlukan.




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Anggaran Feaksssl Realisasi
< g . &
Rekening Uralan 2023 ATBeeA0EA kebih /. (Rurang) % 31-Dec-2022 Audited
Audited
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 7
5 Belanja
51 Belanja Operasi 14.642.948.991,00 13.450.792.240,00 (1.192.156.751,00) 91,86 14.148.701.251,00
5.1.01 Belanja Pegawai 9.629.069.298,00 8.561.074.465,00 (1.067.994.833,00) 88,91 9.112.666.305,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.013.879.693,00 4.889.717.775,00 (124.161.918,00) 97,52 5.036.034.946,00
5.1.03 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Belanja Modal 308.660.679,00 288.839.660,00 (19.821.019,00) 93,58 431.254.825,00
5.2.01 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin 304.123.179,00 288.839.660,00 (15.283.519,00) 94,97 431.254.825,00
5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.04 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.05 Belanja Aset Tetap Lainnya 4.537.500,00 0,00 (4.537.500,00) 0,00 0,00
5.3 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.01 Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Pajak ke Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.02 Belanja Transfer Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.00 Jumlah Belanja 14.951.609.670,00 13.739.631.900,00 (1.211.977.770,00) 91,89 14.579.956.076,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LRA (14.951.609.670,00) (13.739.631.900,00) 1.211.977.770,00 (14.579.956.076,00)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
; ) 0,00 0,00 0,00
Anggaran (SiLPA) o 0,00
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jatuh Tempo
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA)

(14.951.609.670,00)

(13.739.631.900,00)

1.211.977.770,00

(14.579.956.076,00)

Bandung, 05 Agustus 2024
7 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023
KOREKSI
. 2023 2023 2022
Neo Uraian Refl  (Unauditeq) " it (Audited) (Audited)
1 Z k) 4 5 6 4 ]
1 ASET ” =
11 | ASET LANCAR N - B
149 Kas di Bendahara Penerimaan - 0 o 0 0 0
1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 3 0 0 0 - 0 0
. Kas di BLUD 0 0 of 0 0
- Kas Lainnya B 0 0 . | 0 0]
1.1.3 Piutang Pajak Daerah 0 0 _of 0 0
1.1.4 Piutang Retribusi Daerah o 0 of o of 0
1.1.5 Piutang Lain-lain Pendapatari Asli Daerah yang Sah 0 0 OI 0 0
1.1.6 Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 0 o of 0 0
1.1.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0 0 0 0 0
1.1.8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah B 0 0 0 0 B 0
1.1.9 Bagian Lancar Piutang Sewa 0 0 0 0 0
1.1.10 Piutang Lain-lain - 0 0 of 0 0
1111 | Penyisihan Piutang o B ) of 0 o of 0
Penyisihan Piutang BLUD - B 0 0 of 0 0
1142 Beban Dibayar Dimuka 0 0 0 0 0
1.1.13 Persediaan - ) ~ 12.849.600 0 0 12.849.600) 5.381.695
Persediaan BLUD i 0 0 0 0 0
Jumlah Aset Lancar 12.849.600 0 0 12.849.600 5.381.695
1.2 | ASETTETAP 1 )
1.2.1 Tanah 5.138.640.000 0 0] 5.138.640.000]  5.138.640.000]
1.22 Peralatan dan Mesin 7.973.956.834] 0 0] 7.973.956.834] 7.686.117.174
1.2.3 Gedung dan Bangunan 5.354.291.538 0 0] 5.354.201.538] 5.354.291538
124 Jalan, Irigasi dan Jaringan 67.202.000 0 of 67.202.000 67.202.000
1.2.5 Aset Tetap Lainnya of 0 0 0 0
1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan o 0 0 0 0 0
1.2.7 Akumulasi Penyusutan -12.037.203.796 0 0f -12.037.203.796] -11.432.752.841
Jumlah Aset Tetap 6.496.886.576 of 0 6.496.336.5761 6.812.497.871
1.3 ASET LAINNYA o )
1.3.1 Tagihan Jangka Panjang ] B o) 0 a o 0|
1.3.2 Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran 0| 0 0 0 0
133 Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daeran of 0f 0 0 0
1.3.4 Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa B - of 0 0 0 0
1.35 Kemitraan dengan Pihak Ketiga B - oy o 0 0 0
136 Aset Tidak Berwujud [ of 0 0 0 0
137 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud o] 0 0 0 - 0
1.3.8 Aset Lain-lain ) of o 0 0 0
1.3.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ) 0 0 0 0 0
Jumlah Aset Lainnya 0 0 ol ; 0 0
JUMLAH ASET " 6.500.736.176] 0 0] 6.500.736.176]  6.817.675.566
2 | KEWAJIBAN
e __ - —
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
211 |  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ] o o 0 0 0
2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka - B 0 0 0 of
2.1.3 Utang Belanja 8.077.781 0 0 8077.781 5.664.279
214 Utang Jangka Pendek Lainnya 0 o] 0 0 ' 0
Jumiah Kewajiban Jangka Pendek 8.077.781 of 0 8.077.781 5.664.279|
~JUMLAH KEWAJIBAN 8.077.781 0 0 "8.077.781]  5.664.279
3 EKUITAS B - 6.501.658.395| 0 0]  6.501.658.395]  6.812.215.287
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6.500.736.176 0 ol 6.509.736.176] _ 6.817.870.566
Bandung, 05 Agustus 2024
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
TAHUN Korel  taHUN TAHUN
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN KENAIKAN/ i
No e ey 2023 DK 2023 2022 PENURUNAN (%)
(UNAUDITED) {AUDITED) {AUDITED)
1 2 3 4 56 4 5 6=(4-5) 7= (4/5)x100%
| KEGIATAN OPERASIONAL
1] BEBAN
1.1 | BEBAN OPERASI 5.4.2.2
Beban Pegawai 54.2.2.1 8.558.653.033| 0| O 8.558.653.033 9.112.666.305| -554.013.272 -6,08
Beban Persediaan 54222 473.132.707{ 0] © 473.132.707 550.229.311 -77.096.604 =14,01
Beban Jasa 54223 1.782.894.069| 0} O 1.782.894.069 1.609.843.735] 173.050.334 10,75
Beban Pemeliharaan 54224 232.953.478| 0] O 232.953.478 412.727.172] -179.773.694 -43,56
Beban Perjalanan Dinas 54225 2.394.723.118{ 0] O 2.394.723.118 2.346.265.708 48.457.410 2,07
Beban Bunga 54.2.2.6 0jojo 0 0 0 0,00
Beban Subsidi 5.4.2.2.7 0[0j O 0 0 0 0,00
Beban Hibah 54228 0jojo 0 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial 54229 glojo 0 0 0 0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.4.2.2.10 623.769.135| 0 O 623.769.135 638.480.041 -14.710.906 -2,30
Beban Penyisihan Piutang 54.2.2.11 0{olo Q 0 0 0,00
Beban Transfer 54.2.2.12 0l 0] 0 0 0 0 0,00
Beban Lain-lain 54.2.2.13 0] 0] O 0 11.566.200 -11.566.200 -100,00
Jumlah Beban Operasi 14.066.125.540| 0| 0 14.066.125.540| 14.681.778.472| -615.652.932 4,19
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 5.4.2.3 -14.066.125.540| 0| 0| -14.066.125.540| -14.681.778.472| 615.652.932 4,19
1.2 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 54.24
SURPLUS NON OPERASIONAL 5.4.2.4.1
Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0j0j0 1] 1] 0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0] 0]0 0 0 0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0{0]0 0 0 0,00
Jumlah Surplus Non Operasional ojojo 0 0 0 0,00
1.3 | DEFISIT NON OPERASIONAL 5.4.2.4.2
Defisit Penjualan Aset Non Lancar ojojo 0 0 0,00
Defisit_Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0jojo 0 0 0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0j 0] 0 0 0 0,00
Jumlah Defisit Non Operasional gjojo 0 0 0 0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0jojo 0 0 0 0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 5.4.2.5 -14.066.125.540| 0| 0| -14.066.125.540| -14.681.778.472| 615.652.932 -4,19
1 POS LUAR BIASA 5.4.2.6
IIl.L1 | PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa 0] 0 0 0 0 0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa 0jojo 0 0 0 0,00
1.2 | BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 0jojo 0 0 0 0,00
Jumliah Beban Luar Biasa 0jojo 0 0 0 0,00
POS LUAR BIASA 0jojo 0 0 0 0,00
IV | SURPLUS/DEFISIT LO 5.4.2.7 -14.066.125.540)| 0| 0| -14.066.125.540| -14.681.778.472| 615.652.932 -4,19

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 05 Agustus 2024
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

URAIAN

KOREKSI REVIU

UNAUDITED
2023

DEBIT | KREDIT

AUDITED 2023

AUDITED 2022

EKUITAS AWAL

6.812.215.287

6.812.215.287

7.279.622.492

SURPLUS / (DEFISIT) - LO

-14.066.125.540

-14.066.125.540

-14.681.778.472

RK PPKD

13.739.631.900

13.739.631.900

14.579.956.076

EKUITAS

15.936.748

16.936.748

-365.584.809

KOREKSI SALDO AWAL KAS

0

KAS LAINNYA (BLUD)

0

KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN LALU

-365.069.079

KOREKSI SETORAN KAS DI BP TAHUN LALU

KOREKSI PIUTANG

KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Qlojojlo|ojo|o

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Qjojojojo|o|o|o

-960.00

o
@
o
a
=

KOREKSI INVESTASI PERMANEN

KOREKSI KEMITRAAN PIHAK KETIGA

KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA

KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA

KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR

EKUITAS - KOREKSI KDP

EKUITAS - KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

KOREKSI PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

KOREKSI NILAI ASET TETAP

Qloje|o|o|o|a|lojo|o

ojlojojo|o|la|lo|o|o

wlojojojo|o|o|o|jo|o|o|o|olo

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

19.318.18

19.318.180

.
L4
-
o
~
w
A

KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP

KOREKSI NILAI ASET TAK BERWUJUD

KOREKSI NILAI ASET LAIN-LAIN

KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

KOREKSI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

KOREKSI KEWAJIBAN

olojo|o|o|o

KOREKSI UTANG BELANJA

-2.421.432

-2.421.43

= =l = = =l L=

KOREKSI LAIN-LAIN PAD YANG SAH

KOREKSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

KOREKSI| BEBAN BARANG DAN JASA

KOREKSI NILAI EKSTRAKOMTABEL

LAIN - LAIN

PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR

PEMBAYARAN PIUTANG LAIN-LAIN

Qjojo|o|jo|olo

Q|ojo|ojo|jo|o

ojlojojojo|o|o|o|o|ojo|o|lo|lo

EKUITAS AKHIR

6.501.658.395

olo|jojojo|ojojolojo]o|o|olojojolololololololo|ololololololo|ololole|ole|o
cjojojoljojo|ojojojo|olo|alololalolo|o|ojolololololoclolo|lololo|o|lolelole|oa

6.501.658.395

6.812.215.287
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Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB |
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat
Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum,;

Catatan atas Laporan Keuangan Hal.
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Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan
Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi

Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI
Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan Ciumbuleuit
No. 2 Telepon (022) 2031044-2031045 Fax. 2031024  Website
http//disdukcapil.jabarprov.go.id E-mail : dukcapil@Jabarprov.go.id Bandung — 40132.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa
Barat No. 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 2



Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

b. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

o

. penyelenggaraan administrasi Dinas;

o

. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

(1]

. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melaksanakan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan
Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan

kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan Hal.
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Bab | Pendahuluan

11

1.2

1.3

1.4

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target
Kinerja APBD

2.1

2.2

2.3

2.4

Ekonomi Makro
Kebijakan Strategis
Kebijakan Keuangan

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 11l Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

3.1

3.2

3.3

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan

Bab 1V Kebijakan Akuntansi

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Entitas Akuntansi

Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam
SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Catatan atas Laporan Keuangan Hal.
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5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3.3 Catatan Penting Lainnya
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
5.3.6 Catatan Penting Lainnya

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
5.3.3 Catatan Penting Lainnya

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.2 Catatan Penting Lainnya
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan

Hal.
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BAB |1
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang
telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat
Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah meningkatnya
kepemilikan dokumen kependudukan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

JUMLAH
NO PROGRAM KEGIATAN
L Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6
Provinsi
2 Program Pendaftaran Penduduk 2
3 Program Pencatatan Sipil 1
A Program Pengelolaan Informasi Administrasi )
Kependudukan
5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 1
JUMLAH 12

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima
adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang
dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan

zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 6
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dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam

rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Visi
Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara

Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Misi

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif
antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.
Visi dan Misi diatas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diatas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Meningkatkan Penataan Data Kependudukan;

2. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan;
3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan
belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas
dan efisiensi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan membantu menentukan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 7



Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain

sebagai berikut:

2.5

1.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Catatan atas Laporan Keuangan Hal.
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Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka
mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat
Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 - 2023 :

Target Tahun ke-
NO. Sasaran Strategis Indikator Sasaran IKU

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya  Fasilitasi | Tingkat ~ Penyelenggaraan | 81.83 | 82.63 | 83.47 | 84.28 | 82.30
Pelayanan  Administrasi | Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan | Kabupaten/Kota Di Jawa

Pencatatan Sipil Barat

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat
penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan
wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan
Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas
kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 - 2023, dan mengacu pada Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD
Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 atau 91,89 persen dari
yang dianggarkan sebesar Rp14.951.609.670,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp14.642.948.991,00 , terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp8.561.074.465,00 atau 88,91 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp9.629.069.298,00 .

2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp4.889.717.775,00 atau 97,52 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp5.013.879.693,00 .

b. Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen dari yang dianggarkan sebesar
Rp308.660.679,00 , terdiri dari:

1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp288.839.660,00 atau 94,97 persen dari yang
dianggarkan sebesarRp304.123.179,00 .

2. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp4.537.500,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat
disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Realisasi Realisasi
) Anggaran Setelah
No Uraian Tahun Anggaran % Tahun Anggaran
Perubahan
erd 2023 2022 (Audited)
1 2 3 4 5 =4/3 x 100% 6
1 Belanja Operasi 14.642.948.991,00 | 13.450.792.240,00 91,86 14.148.701.251,00
- Belanja Pegawai 9.629.069.298,00 8.561.074.465,00 88,91 9.112.666.305,00
- Belanja Barang & jasa 5.013.879.693,00 4.889.717.775,00 97,52 5.036.034.946,00

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 10
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Anggaran Setelah

Realisasi

Realisasi

No Uraian Tahun Anggaran % Tahun Anggaran
Perubah
erubanan 2023 2022 (Audited)
5 Belanja Modal 308.660.679,00 288.839.660,00 93,58 431.254.825,00
- Belanja Peralatan d
clanja Peraiatan oan 304.123.179,00 | 288.839.660,00 94,97 | 431.254.825,00
Mesin
- Belanja Aset Tet
elanja Aset Tetap 4.537.500,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya
Jumlah 14.951.609.670,00 | 13.739.631.900,00 0,00 | 14.579.956.076,00

Apabila dibandingkan dengan

realisasi

Belanja Tahun

Anggaran 2022 sebesar

Rp14.579.956.076,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp -
840.324.176,00 atau -5,76 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2023 belum optimal disebabkan beberapa hal

diantaranya yaitu:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.067.994.833,00 dikarenakan ada Jabatan Struktural

dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP

tidak terserap seluruhnya.

2. Sisa Rp. 124.161.918,00 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia.

3. Sisa Rp. 15.283.519,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin hasil Negosiasi dengan

Penyedia.

4. Sisa Rp. 4.537.500,00 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2023 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi

Pendapatan-LRA dan Realisasi
13.739.631.900,00.

Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar Rp -

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beban

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 11
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Beban pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 14.066.125.540,00. Rincian

berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun Anggaran

Tahun Anggaran

Vraian 2022 (Audited) 2023 (Audited)
Beban Pegawai 9.112.666.305,00 | 8.558.653.033,00
Beban Persediaan 550.229.311,00 473.132.707,00
Beban Jasa 1.609.843.735,00 | 1.782.894.069,00
412.727.172,00 232.953.478,00

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas 2.346.265.708,00 | 2.394.723.118,00
Beban Hibah 0,00 0,00
Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 638.480.041,00 |  623.769.135,00
Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Beban Lain-lain 11.566.200,00 0,00
Jumlah 14.681.778.472,00 14.066.125.540,0

0

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG

TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar 91,89 persen. Penyerapan

anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena:

1.

Efisiensi Anggaran, dan output sudah tercapai.

2. Terdapat sisa anggaran dari belanja yang tidak dapat dipergunakan.

Catatan atas Laporan Keuangan
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta jenjang struktural dibawahnya
merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar

akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil mencakup:

Jumlah
Subbid/Subbag/Subsatker

No Bidang/Bagian/Satker

1 Kepala Dinas

2 | sekretariat 1 Subbag

3 | Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan -

(FPAK)

4 | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan -
(PIAK)

Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker 1 Subbag

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi
pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun
laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang

mencakup:

No Pengelola BMD Jumlah

1 | Kasubbag Umum/Pegawai/ Perencanaan dan Keuangan | 1 Orang

2 | Pengurus Barang 1 Orang
3 | Pengurus Barang Pembantu 2 Orang
Total 4 Orang
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4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas
akuntansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas otorisasi
kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan
keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses
pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit
kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Laporan Realisasi

Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja
2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun
neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo
akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO,
Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas
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Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang
menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada
di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan
laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

43 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun menggunakan basis
akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada
Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas
Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau

saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

44 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
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Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar
pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai
nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas
atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto
dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen
pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam
mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal transaksi.
(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang
tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai
sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan

klasifikasi sumber pendapatan.
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Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi Kkriteria sebagai berikut:
1) Timbulnya hak atas pendapatan;

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa
penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun

sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi
selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu
periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan Kklasifikasi

ekonomi.
(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar

dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang
diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut,

dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar
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Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal

pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban

dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs

tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang
ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi
meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka
pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa
biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila
tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan
untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham

(deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang
belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai
sebesar jJumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak
tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai
dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang

Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan Penyisihan Piutang Tak
Tertagih. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang
dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang
didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan

umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi
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dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang

yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak
dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau
entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan
setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang
tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang
tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan
daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak
tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih,

merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan

diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperolen pemerintah daerah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah
Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok
produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
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c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar
persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang

memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);

d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai

wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First
Out (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan

tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:
a.  Harga perolehan, atau
b.  Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar.

Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih

nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:
a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan
klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka
timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau

belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.
2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua Kkriteria aset lancar.
Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang

digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang
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digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap,
Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih
dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non

permanen dan investasi permanen.
(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam

investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi Non Permanen meliputi:

(1) pinjaman kepada perusahaan negara;

(2) pinjaman kepada perusahaan daerah;

(3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;

(4) investasi dalam surat utang negara;

(5) investasi dalam proyek pembangunan;

(6) investasi nonpermanen lainnya.

(i1) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan

daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

o Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode
biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 21



Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

o Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui

sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023
berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban
Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia,
maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang
nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di
Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai Extracomptable.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap
Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :
a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan

penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
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aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode

penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.
3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,
sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana
Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana

Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak

berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan
Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan

Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah
yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada
pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai

nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(i) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah
sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada
negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K
dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
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(iii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak
ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan
Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang
akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset

Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar
nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama
Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau
nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun
Guna Serah (BGS)/ Build Operate Transfer (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap
yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset
BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ Build Transfer Operate (BTO) yang dicatat
sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan
pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus.
Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset

yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual,
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak

Berwujud, suatu aset harus memenuhi Kkriteria sebagai berikut:
a. Aset nonkeuangan;
b. Tidak berwujud,

c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
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d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f. Dapat diidentifikasi;

g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan

h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas

bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang
memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak

berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasi kedalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang,
dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada
Departemen Keuangan cg. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset

Lain-lain.
(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan,
kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari
masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas
yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,
alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
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Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.
b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah

daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena
perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau
penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya
surplus/(defisit)-LO, SILPA/SIKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat
sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

45 PENERAPAN KEBIJAKAN  AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.739.631.900,00 atau 91,89
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.951.609.670,00 .
Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 ,Belanja
Modal sebesar Rp288.839.660,00 .

Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp14.642.948.991,00 , terdiri dari:

1) Belanja Pegawai sebesar Rp8.561.074.465,00 atau 88,91 dari yang dianggarkan sebesar
Rp9.629.069.298,00 ;

2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.889.717.775,00 atau persen 97,52 dari yang
dianggarkan sebesar Rp5.013.879.693,00 ;.

Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen dari yang dianggarkan sebesar
Rp308.660.679,00 , terdiri dari:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp288.839.660,00 atau 94,97 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp304.123.179,00 ;

2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp4.537.500,00 ;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
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Grafik Trend Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2019 s.d 2023

Dalam Jutaan Rupiah

14.580
13.70 13.740

2019 2020 2021 2022 2023

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA
sebesar dan realisasi Belanja sebesar Rp13.739.631.900,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-
LRA sebesar Rp -13.739.631.900,00.

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5121 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.739.631.900,00 atau 91,89

persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.951.609.670,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen pagu disebabkan beberapa hal

diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.067.994.833,00 dikarenakan ada Jabatan Struktural
dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji

TPP tidak terserap seluruhnya.
2. Sisa Rp. 124.161.918,00 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia .

3. Sisa Rp. 15.283.519,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin hasil Negosiasi dengan
Penyedia .

4. Sisa Rp. 4.537.500,00 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi .
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Realisasi Belanja sebesar Rpl13.739.631.900,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar
Rp13.450.792.240,00 , Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 ,. Apabila dibandingkan
dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl14.579.956.076,00 , berarti
realisasi Belanja menurun sebesar Rp -840.324.176,00 atau -5,76 persen dibanding Tahun
Anggaran 2022.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2023 menurun dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2022, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Menurunnya pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya...
2. Berkurangnya jumlah ASN pensiun dibanding tahun sebelumnya...

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.
Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal
2%

Belanja Operasi
98%

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja
Operasi yaitu sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari Total Belanja.
5.1.2.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.450.792.240,00 atau
91,86 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.642.948.991,00 . Realisasi Belanja Operasi
ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp8.561.074.465,00 , Belanja Barang dan jasa
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sebesar Rp4.889.717.775,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp14.148.701.251,00, berarti realisasi Belanja Operasi menurun sebesar Rp -697.909.011,00
atau -4,93 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023

H‘" i

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal
dari Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp8.561.074.465,00 88,91 persen dari Total Belanja
Operasi.

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.561.074.465,00 atau 88,91
persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.629.069.298,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang

pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam
rupiah):
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Anggaran setelah Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5=4/3 x 100%
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.025.811.720 1.781.780.600 87,95
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 217.180.320 159.570.606 73,47
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 110.900.000 83.370.000 75,18
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.000.000 12.310.000 41,03
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum

ASN ! 1ang 9 94.040.000 74.135.000 78,83
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 131.755.400 104.864.160 79,59
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.553.598 1.909.261 41,93
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 57.400 29.325 51,09
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 253.400.000 210.563.432 83,10
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja
5.600.000 3.645.441 65,10
ASN
5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 15.400.000 10.936.332 71,02
5.1.01.01.13 Belanja Jaminan Hari Tua ASN
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.444.633.953 5.823.218.576 90,36
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 9057
Kerja ASN 6.376.153.953 5.774.738.576 )
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan 2079
Prestasi Kerja ASN 68.480.000 48.480.000 )
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 99.66
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 295.736.907 294.741.732 '
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 295.736.907 204.741.732 99,66
Jumlah 9.629.069.298 8.561.074.465 88,91

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp9.112.666.305,00, berarti realisasi Belanja Pegawai menurun sebesar Rp -551.591.840,00
atau -6,05 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 menurun sebesar -6,05 persen disebabkan

beberapa hal diantaranya yaitu:

1.

yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

Terdapat Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat

pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.443.114.157 2 659.252.085 -8,13
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.781.780.600 1.919.673.500 -7,18
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Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 159.570.606 185.458.245 -13,96
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.370.000 127.550.000 -34,64
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 12.310.000 0 0,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional 500

Umum ASN 74.135.000 78.035.000 )
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN

104.864.160 112.902.780 -7,12

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan . Cha 3.424.288 4424

Khusus
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29 325 20.889 -1,89
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan R 6 216.573.612 2,78

ASN
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan

Kerja ASN 3.645.441 3.901.190 -6,56
5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian R 11.703.581 6,56

ASN
5.1.01.02 i(;lznja Tambahan Penghasilan R DT 6.320.814.431 787
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan

Beban Kerja ASN 5.774.738.576 6.223.094.431 -7,20

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan

Prestasi Kerja ASN 48.480.000 97.720.000 50,39
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Pertimbangan 204.741.732 132.599.789 122,28

Obijektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 294.741.732 132.599.789 122,28

Jumlah 8.561.074.465 9.112.666.305 -6,05

5.1.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.889.717.775,00 atau 97,52

persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.013.879.693,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran hasil negosiasi dengan penyedia.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah):

Anggaran setelah

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5=4/3 x 100%
5.1.02.01 Belanja Barang 520.980.691 481.560.612 92,43
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.980.691 481.560.612 92,43
5.1.02.02 Belanja Jasa 1.820.343.100 1.780.480.567 97,81
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.728.034.300 1.702.470.387 98,52
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 62.788.800 50.527.680 80,47
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Anggaran setelah

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)
1 2 3 4 5 = 4/3 x 100%

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan 8.720.000 6.682.500 76,63
Bangunan

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 20.800.000 20.800.000 100,00
Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 238.230.000 232.953.478 97,79

5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah

5.1.02.03.02 Bela'nja Pemeliharaan Peralatan dan 210.430.000 207234288 98,48
Mesin

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 0 0 0,00
Bangunan

5.1.02.03.04 Be!anja Pemellharaz?m Jalan, 27.800.000 95719.190 92,52
Jaringan, dan Irigasi

5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.434.325.902 2.394.723.118 98,37

5.1.02.04.01 Belanj_a Perjalanan Dinas Dalam 2 434.35.902 2394723118 98,37
Negeri

Jumlah 5.013.879.693 4.889.717.775 97,52

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp5.036.034.946,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa menurun sebesar
(Rp146.317.171,00) atau -2,91 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 tidak mengalami perubahan disebabkan

beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Pagu anggaran tahun 2022 dan 2021 hampir sama atau mendekati. Sehingga belanja

disesuaikan dengan pagu yang ada

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada

rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01 Belanja Barang 481.560.612 553.432.826 -12,99
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 481.560.612 553.432.826 -12,99
5.1.02.02 Belanja Jasa 1.780.480.567 1.608.613.240 10,68
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.702.470.387 1.511.915.524 12,60
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 50.527.680 96.697.716 47,75
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.682.500 0 0,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,

Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 20.800.000 0 0,00
Pelatihan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 232.953.478 527.723.172 -55,86
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 207234288 391534375 4707

Mesin
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Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 0 136.188.797 100,00
Bangunan

5.1.02.03.04 Ssr:alr:]i:;?mellharaan Jalan, Jaringan, 25.719.190 0 0,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.394.723.118 2.346.265.708 2,07

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.394.723.118 2.346.265.708 2,07
Jumlah 4.889.717.775 5.036.034.946 -2,91

51.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen
dari yang dianggarkan sebesar Rp308.660.679,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat hasil Negosiasi dengan Penyedia

2. Pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi

Realisasi

Rp288.839.660,00 .

Belanja Modal

berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp431.254.825,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar

Rp -142.415.165,00 atau -33,02 persen.

yaitu:

1.

anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya

Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja

Modal Peralatan Personal Computer sebagian sudah terpenuhi sebagian pada tahun
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JUMLAH

Laporan i Anggaran

4.1

Pend an Asli Daerah - LRA

4.1.01

Pendapatan Pajak - LRA

TRUE

4.1.02

Pendapatan Retribusi - LRA

TRUE

4.1.03

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah

TRUE

4.1.04

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA

TRUE

4.2

P an Transfer

4.2.01

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

TRUE

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar Daerah

TRUE

4.3

Lain-Lain P patan Daerah Yang Sah

4.3.01

Pendapatan Hibah

TRUE

4.3.02

Dana Darurat

TRUE

4.3.03

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pery

TRUE

Jumlah Pendapatan LRA

TRUE

5.1

Belanja Operasi

13.450.792.240,00

TRUE

5.1.01

Belanja Pegawai

8.561.074.465,00

TRUE

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

TRUE

5.1.03

Belanja Bunga

4.889.717.775,00

TRUE

5.1.04

Belanja Subsidi

TRUE

5.1.05

Belanja Hibah

TRUE

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial

TRUE

5.2

Belanja Modal

288.839.660,00

TRUE

5.2.01

Belanja Modal - Tanah

TRUE

5.2.02

Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

288.839.660,00

TRUE

5.2.03

Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

TRUE

5.2.04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TRUE

5.2.05

Belanja Modal - Aset Tetap Lainya

TRUE

Belanja Modal Aset Lainnya

53

Belanja Tidak Terduga

TRUE

5.3.01

Belanja Tidak Terduga

TRUE

5.4

Belanja Transfer

TRUE

5.4.01

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

TRUE

5.4.02

Transfer Bantuan Keuangan

TRUE

JUMLAH BELANJA Daerah

13.739.631.900,00

TRUE

Surplus / Defisit LRA

(13.739.631.900,00)

TRUE

Laporan Operasional

JUMLAH

Pendapatan Asli Daerah - LO

7.1.01

Pendapatan Pajak - LO

TRUE

7.1.02

Pendapatan Retribusi - LO

TRUE

7.1.03

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah

TRUE

7.1.04

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LO

TRUE

JUMLAH PAD

TRUE

7.2.01.01.

Dana Bagi Hasil Pajak - LO

TRUE

Dana Bagi

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

TRUE

7.2.01.01.

Dana Alokasi Umum - LO

TRUE

7.2.01.01.

Dana Alokasi Khusus - LO

TRUE

Dana Penyesuaian - LO

TRUE

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

TRUE

Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer

Lain -Lain Pendapatan Yang Sah - LO

7.3.01.02

Pendapatan Hibah - LO

TRUE

Pendapat:

Pendapatan Lainnya

TRUE

JUMLAH LAIN-LAIN Pend Yang Sah

TRUE

JUMLAH PENDAPATAN - LO

TRUE

Beban

8.1.01

Beban Pegawai

8.561.074.465,00

8.1.02.01

Beban Persediaan

8.1.02.02

Beban Jasa

8.1.02.03

Beban Pemeliharaan

473.132.707,00

232.953.478,00

8.1.02.04

Beban Perjalanan Dinas

8.1.03

Beban Bunga

2.394.723.118,00

8.1.04

Beban Subsidi

8.1.05

Beban Hibah

8.1.06

Beban Bantuan Sosial

8.1.07

Beban Penyusutan dan Amortisasi

489.854.029,00

8.1.08

Beban Penyisihan Piutang

8.2

Beban Transfer

Beban Lai

Beban Lain-lain

Beban Lug

Beban Luar Biasa

JUMLAH BEBAN

13.934.631.866,00

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

(13.934.631.866,00)

Catatan-atA

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

AUt T UL

Surplus Ki

Surplus Kegiatan non Operasional Lainnya

Defisit Ke

Defisit Kegiatan non Operasional Lainnya

Surplus D¢

Surplus Defisit LO

SURPLUS /DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL

Pos Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa

Beban Luar Biasa
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5.1.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp288.839.660,00 atau

94,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp304.123.179,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah):

Anggaran setelah Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)
1 2 3 4 5 =4/3 x 100%
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 51.000.506 49.528.200 97,11
Tangga
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.000.506 49.528.200 97,11
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan 26.936.629 24.670.760 91,59
Pemancar
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 15.175.000 13.670.760 90,09
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 11.761.629 11.000.000 93,52
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 226.186.044 214.640.700 94,90
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 163.564.800 152.292.000 93,11
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 62.621.244 62.348.700 99,56
Jumlah 304.123.179 288.839.660 94,97

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp431.254.825,00 , berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menurun sebesar
Rp -142.415.165,00 atau -33,02 persen dibanding Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan

oleh :

1. Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal

Peralatan Personal Computer sebagian sudah terpenuhi pada tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022,

dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 7.200.000 -100,00
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.200.000 -100,00
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Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 49.528.200 16.576.740 198,78
Tangga
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.528.200 16.576.740 198,78
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan 24.670.760 173.445.542 -85,78
Pemancar
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.670.760 173.445.542 -92,12
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 11.000.000 0 0,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 214.640.700 224.032.543 -4,19
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 152.292.000 199.392.543 -23,62
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 62.348.700 24.640.000 153,04
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0 10.000.000 -100,00
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0 10.000.000 -100,00
Jumlah 288.839.660 431.254.825 -33,02

5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen
dari yang dianggarkan sebesar Rp4.537.500,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :
1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi.

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut
(dalam rupiah):

Kode Anggaran setelah Realisasi Tahun
Rekenin Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
9 Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5=4/3 x 100%
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 4.537.500 0 0,00
5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam 4.537.500 0 0,00

dan Bentuk Mikro
Jumlah 4.537.500 0 0,00

5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) — LRA

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 37



Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

Berdasarkan realisasi Pendapatan — LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2023
adalah sebesar Rp -13.739.631.900,00, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Pendapatan — LRA 0,00 0,00
Belanja - LRA 13.739.631.900,00 14.579.956.076,00
Surplus/ (Defisit) - LRA -13.739.631.900,00 -14.579.956.076,00

5.1.2.,5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp -
13.739.631.900,00. Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan
realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022
(Audited) (Audited)

Kekurangan Pendapatan/Pelampauan — LRA 0,00 0,00
Penghematan Belanja -1.211.977.770,00 -944.661.365,0
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran -13.739.631.900,00  -14.579.956.076,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp -
13.739.631.900,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi
Pendapatan — LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan
selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Defisit-LRA sebesar Rp -13.739.631.900,00, Realisasi Pembiayaan Netto
sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp -
13.739.631.900,00, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):
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Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Pendapatan — LRA 0,00 0,00
Belanja - LRA 13.739.631.900,00 14.579.956.076,00
Surplus / (Defisit) - LRA -13.739.631.900,00 -14.579.956.076,00
Pembiayaan Netto 0,00 0,00
SILPA -13.739.631.900,00 -14.579.956.076,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp -

14.579.956.076,00 .
CATATAN PENTING LAINNYA-
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5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
5.21 PENJELASAN UMUM NERACA
Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai

berikut (dalam rupiah):

. 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Uraian
(Audited) (Audited)

Aset Lancar 12.849.600,00 5.381.695,00
Aset Tetap 6.496.886.576,00 6.812.497.871,00
Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Aset 6.509.736.176,00 6.817.879.566,00
Kewajiban Jangka Pendek 8.077.781,00 5.664.279,00
Jumlah Kewajiban 8.077.781,00 5.664.279,00
Ekuitas 6.501.658.395,00 6.812.215.287,00
Jumlah Ekuitas 6.501.658.395,00 6.812.215.287,00
Jumiah Kewajiban dan 6.509.736.176,00 6.817.879.566,00
Ekuitas

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.509.736.176,00 terdiri dari Aset Lancar
sebesar Rp12.849.600,00 , Aset Tetap sebesar Rp6.496.886.576,00 dan Aset Lainnya sebesar
Rp0,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 seluruhnya merupakan
Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar
Rp6.501.658.395,00 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa
kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.849.600,00
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.381.695,00 . Hal ini berarti asset lancer
meningkat sebesar Rp7.467.905,00 atau 138,76 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar 31 Desem_ber 2023 31 Deseml_)er 2022
(Audited) (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Kas di BLUD 0,00 0,00
Kas Lainnya 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00
Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00
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Jenis Aset Lancar 31 Desem_ber 2023 31 Desemper 2022
(Audited) (Audited)

Piutang Lain-lain Pendapatan 0,00 0,00

Asli Daerah yang Sah

Piutang Pendapatan Badan

Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Bagian Lancar Tagihan 0,00 0,00

Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti 0,00 0,00

Kerugian Daerah

Bagian Lancar Piutang Sewa 0,00 0,00

Piutang Lain-lain 0,00 0,00

Penyisihan Piutang 0,00 0,00

Penyisihan Piutang BLUD 0,00 0,00

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Persediaan 12.849.600,00 5.381.695,00

Persediaan BLUD 0,00 0,00
Jumlah 12.849.600,00 5.381.695,00

5.2.2.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung
jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ uang kegiatan
yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro
yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas
Negara/Daerah atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per
31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian 31 Desem_ber 2023 31 Desem_ber 2022
(Audited) (Audited)
Kas Uang Tunai 0 0
Kas di Bank 0 0
Lain-lain 0 0
Jumlah 0 0

5.2.2.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
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Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.849.600,00 , sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp5.381.695,00 . Hal ini berarti persediaan meningkat sebesar
Rp7.467.905,00 atau 138,76 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Uraian (Audited) (Audited)

Barang/perlengkapan yang
digunakan dalam rangka 12.849.600 5.381.695
kegiatan operasional pemerintah
Bahan/perlengkapan yang
digunakan dalam proses 0
produksi

Barang dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk dijual

atau diserahkan kepada v
masyarakat

Barang yang disimpan untuk

dijual atau diserahkan kepada 0

masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintah
Jumlah 12.849.600 5.381.695

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

31 Desember 2023 31 Desember 2022
NO JENIS PERSEDIAAN (Audited) (Audited)
BARANG PAKAI HABIS 12.849.600 5.381.695
BAHAN 1.614.100 1.920.000
1 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi 1.614.100 1.920.000
ALAT/BAHAN UNTUK
KEGIATAN KANTOR 11.235.500 3.461.695
1 | Alat Tulis Kantor 1.017.000 0
8 | Alat Listrik 10.050.000 3.461.695
13 AI@t/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 168.500 0
Lainnya
JUMLAH PERSEDIAAN 12.849.600 5.381.695

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No Jenis Persediaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
1. | Barang Pakai Habis 12.849.600 5.381.695
- Bahan 1.614.100 1.920.000
- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 11.235.500 3.461.695
Jumlah 12.849.600 5.381.695

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.496.886.576,00 , sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp6.812.497.871,00 . Hal ini berarti Aset Tetap menurun sebesar -
Rp315.611.295,00 atau -4,63 persen.
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Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar
Rp6.496.886.576,00 dan Rp6.812.497.871,00 . Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam
rupiah):

Uraian 31 Desember 2023 31 Desem_ber 2022
(Audited) (Audited)
Tanah 5.138.640.000,00 5.138.640.000,00
Peralatan dan Mesin 7.973.956.834,00 7.685.117.174,00
Gedung dan Bangunan 5.354.291.538,00 5.354.291.538,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 67.202.000,00 67.202.000,00
Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan -12.037.203.796,00 -11.432.752.841,00
Jumlah 6.496.886.576,00 6.812.497.871,00

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.138.640.000,00 sedangkan per 31 Desember
2022 sebesar Rp5.138.640.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami
perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.973.956.834,00 sedangkan per
31 Desember 2022 sebesar Rp7.685.117.174,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan
dan Mesin meningkat sebesar Rp288.839.660,00 atau 3,76 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

o | Jenis Saldo Akhir Saldo Mutasi 1 saldo Akhir
2022 Tambah 2023
2023 ng
1 Alat Besar
112.689.000 112.689.000 112.689.000
1.1 Alat Besar Darat
1.2 Alat Bantu
112.689.000 112.689.000 112.689.000
2 Alat Angkutan
2.309.552.285 2.309.552.285 2.309.552.285
21 Alat Angkutan Darat
Bermotor 2.309.552.285 2.309.552.285 2.309.552.285
2.2 Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor
3 Alat Bengkel dan
Alat Ukur
3.1 Alat Bengkel
Bermesin
3.2 Alat Bengkel Tak
Bermesin
3.3 Alat Ukur
4 Alat Pertanian
4.1 Alat Pengolahan
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\o Jons saldo Akhir SAa\‘,'v‘;? Mutasi 1 saldo Akhir
2022 Tambah 2023
2023
5 Alat Kantor dan
Rumah Tangga 2.862.957.821 2.862.957.821 49.528.200 2.912.486.021
5.1 Alat Kantor.
1.194.976.630 1.194.976.630 1.194.976.630
5.2 Alat Rumah Tangga
1.288.256.281 1.288.256.281 49.528.200 1.337.784.481
5.3 Meubelair
379.724.910 379.724.910 379.724.910
6 Alat Studio,
Komunikasi dan 331.046.772 331.046.772 24.670.760 355.717.532
Pemancar
6.1 Alat Studio.
116.854.500 116.854.500 13.670.760 130.525.260
6.2 Alat Komunikasi
95.392.272 95.392.272 11.000.000 106.392.272
6.3 Peralatan Pemancar
118.800.000 118.800.000 118.800.000
7 Alat Kedokteran
dan Kesehatan
7.1 Alat Kedokteran.
7.2 Alat Kesehatan
Umum
8 Alat Per-senjataan
8.1 Persenjataan Non
Senjata Api
9 Komputer
2.046.871.296 2.046.871.296 214.640.700 2.261.511.996
9.2 Komputer Unit
1.035.837.588 1.035.837.588 152.292.000 1.188.129.588
9.2 Peralatan Komputer
1.011.033.708 1.011.033.708 62.348.700 1.073.382.408
10 Rambu - Rambu
10.1 Rambu — Rambu Lalu
Lintas Darat
11 Peralatan Olah
Raga 22.000.000 22.000.000 22.000.000
11.1 Peralatan Olah Raga.
Jumlah 7.685.117.174,00 7.685.117.174,00 288.839.660,00 7.973.956.834,00

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal

7.685.117.174,00

Penambahan:

Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)

288.839.660,00

Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)

Pengembangan (Kapitalisasi)

Koreksi Pencatatan
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Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya

(Reklasifikasi Masuk)

Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)

Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah

Aset Tetap dari BTT

Jumlah Penambahan 288.839.660,00

Pengurangan:

Penghapusan

Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)

Koreksi Pencatatan

Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya

(Reklasifikasi Keluar)

Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)

Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah

Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT

Jumlah Pengurangan 0,00
Jumlah Per 31 Des 2023 7.973.956.834,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan

Mesin sebesar Rp288.839.660,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2023 Anggaran adalah

sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering Uraian 31 Desember
2023
5.2.02 BM Peralatan dan Mesin 288.839.660,00
Jumlah Belanja 288.839.660,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun

Anggaran 2023 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering Uraian

31 Desember
2023

5.2.01 BM Tanah

5.2.03 BM Gedung dan Bangunan

5.2.04 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.2.05 BM Aset Tetap Lainnya

5.2.06 BM Aset Lainnya

Jumlah Belanja

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi

persediaan sebesar Rp0,00 .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran

2023 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Kodering Uraian 31 Desember 2021
523 BM Tanah
523 BM Gedung dan Bangunan
52.3 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan
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Kodering Uraian 31 Desember 2021
5.2.3 BM Aset Tetap Lainnya
523 BM Aset Lainnya
523 Persediaan
5.2.3 Aset Tak Berwujud
Jumlah Belanja

5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap
Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan
adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp0,00
dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.
Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui
transaksi mutase/hibah masuk dari kementerian.

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.354.291.538,00 sedangkan
per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.354.291.538,00 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan

tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

. Saldo Akhir Saldo Awal Mutasi .
No Jenis 2022 2023 Tamban Kurang Saldo Akhir 2023
Gedung
1 Kantor 5.354.291.538,00 5.354.291.538,00 0,00 0,00 5.354.291.538,00
Jumlah 5.354.291.538,00 5.354.291.538,00 0,00 0,00 5.354.291.538,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal
Penambahan:
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*) 5.354.291.538,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)

Pengembangan (Kapitalisasi)

Koreksi Pencatatan

Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi
Masuk)

Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)

Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah

Aset Tetap dari BTT

Jumlah Penambahan 0,00
Pengurangan:

Penghapusan

Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)
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Koreksi Pencatatan

Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi

Keluar)

Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)

Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah

Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT

Jumlah Pengurangan 0,00
Jumlah Per 31 Des 2023 5.354.291.538,00

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.202.000,00 , sedangkan
per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.202.000,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar 0,00 persen
dibandingkan tahun 2022.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

. Saldo Mutasi Saldo
No Jenis Saldzoo,gghlr Awal Tambah Kuran Akhir
2023 urang 2023
Jalan, Irigasi
1 dan Jaringan 67.202.000,00 67.202.000,00 0,00 0,00 67.202.000,00
Jumlah 67.202.000,00 67.202.000,00 0,00 0,00 67.202.000,00

5.2.2.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang
terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi,
dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023
sebesar (Rp12.037.203.796,00) sedangkan Per 31 Desember 2022 sebesar
(Rp11.432.752.841,00). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti menurun sebesar -
Rp604.450.955,00 atau 5,29 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp12.037.203.796,00) dari Total
Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp6.496.886.576,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 (dalam rupiah):

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 6.996.319.905 6.449.282.290
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Uraian 31 Desember 2023 31 Desem_ber 2022
(Audited) (Audited)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 5.006.165.851 4.952.112.643
Akymula& Penyusutan Jalan, Irigasi dan 34.718.040 31.357.908
Jaringan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0
Jumlah 12.037.203.796 11.432.752.841

5.2.2.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 sedangkan per 31 Desember 2022
sebesar Rp5.664.279,00 . Hal ini berarti meningkat sebesar Rp2.413.502,00 atau 42,61 persen.
Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 seluruhnya merupakan Kewajiban
Jangka Pendek.

52241

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12

Kewajiban Jangka Pendek

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 ,sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek meningkat
sebesar Rp2.413.502,00 atau 42,61 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian 31 Desem_ber 2023 31 Desem_ber 2022
(Audited) (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
Utang Belanja 8.077.781,00 5.664.279,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
Jumlah 8.077.781,00 5.664.279,00

5.2.2.4.2Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 . Hal ini berarti utang belanja meningkat sebesar
Rp2.413.502,00 atau 42,61 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 tersebut merupakan belanja
listrik.
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5225 Ekuitas
Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31
Desember 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar

Rp6.812.215.287,00 . Hal ini berarti ekuitas menurun sebesar -Rp310.556.892,00 atau -4,56
persen.

5.23 CATATAN PENTING LAINNYA
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5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL
Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (disajikan

dalam rupiah):

. Tahun A 202 Tahun A 2022
Uraian ahun Anggaran 2023 ahun Anggaran

(Audited) (Audited)

Pendapatan-LO

Beban 14.066.125.540,00 14.681.778.472,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -14.066.125.540,00 -14.681.778.472,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Pos Luar Biasa 0,00 0,00
Surplus/(Defisit)-LO -14.066.125.540,00 -14.681.778.472,00

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.066.125.540,00 terdiri dari Beban
Pegawai sebesarRp8.558.653.033,00 , Beban Persediaan sebesar Rp473.132.707,00 , Beban
Jasa sebesar Rp1.782.894.069,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp232.953.478,00 , Beban
Perjalanan Dinas sebesar Rp2.394.723.118,00 , Beban Hibah sebesar Rp0,00 , Beban Bantuan
Sosial sebesar Rp0,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp623.769.135,00 ,
Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00) diperoleh dari
Pendapatan-LO sebesar dikurangi dengan Beban sebesar Rp14.066.125.540,00 ditambah
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar
Rp0,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan
hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp14.066.125.540,00 terdiri dari

(dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Pegawai 8.558.653.033,00 9.112.666.305,00

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 50



Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)

Beban Persediaan 473.132.707,00 550.229.311,00
Beban Jasa 1.782.894.069,00 1.609.843.735,00
Beban Pemeliharaan 232.953.478,00 412.727.172,00
Beban Perjalanan Dinas 2.394.723.118,00 2.346.265.708,00
Beban Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 623.769.135,00 638.480.041,00
Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Beban Transfer 0,00 0,00
Beban Lain-lain 0,00 11.566.200,00

Jumlah 14.066.125.540,00 14.681.778.472,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total
Beban:
Komposisi Realisasi Beban TA.2023

Beban Hibah ; 0%

Beban Penyusutan dan Amortisasi ; 4%

Beban Penyisihan Piutang ; 0%

P,
Beban Perjalanan Dinas ; 17% Beban Lain-lain ; 0%

Beban Pemeliharaaiiouom

|
|
Beban Jasa; 13%

Beban Pegawai ; 61%

Beban Persediaan ; 3%

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.558.653.033,00 apabila
dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp9.112.666.305,00 , maka realisasi beban pegawai menurun sebesar (Rp554.013.272,00)
atau -6,08 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
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Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan 2.440.692.725 2.659.252.085
Beban Tambahan Penghasilan PNS 5.823.218.576 6.320.814.431
ambahan Penghasilan berdasarkan 294.741.732 132.599.789
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - -
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan - -
dan Anggota DPRD
Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil - -
Gubernur
Belanja Pegawai BLUD - -
Jumlah 8.558.653.033,00 9.112.666.305,00

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp473.132.707,00 |,
Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp550.229.311,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar  menurun sebesar
(Rp77.096.604,00) atau -14,01 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis 473.132.707 550.229.311
Beban Barang Tak Habis Pakai 0 0

Beban Barang Bekas Dipakai

Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Jumlah

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.782.894.069,00 , apabila
dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp1.609.843.735,00 , berarti realisasi Beban Jasa meningkat sebesar Rp173.050.334,00 atau
10,75 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

) Tahun Anggaran Tahun Anggaran
Uraian ) .
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Jasa Kantor 1.704.883.889 1.513.146.019
Beban Premi Asuransi 50.527.680 96.697.716
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Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Sewa Tanah
Beban Sewa Peralatan dan Mesin
Beban Sewa Gedung dan Bangunan 6.682.500
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 20.800.000
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi Daerah
Jumlah 1.782.894.069,00 1.609.843.735,00

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp232.953.478,00 |,
apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp412.727.172,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan menurun  sebesar
(Rp179.773.694,00) atau -43,56 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)

Beban Pemeliharaan Tanah - -
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 207.234.288 391.534.375
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 21.192.797
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.719.190 -
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - -
Beban Modal yang Tidak Dikapitalisasi yang merupakan - -
Pemeliharaan

Jumlah 232.953.478,00 412.727.172,00

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.394.723.118,00,
apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp2.346.265.708,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar
Rp48.457.410,00 atau 2,07 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.
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Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun Anggaran Tahun Anggaran

Uraian
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.394.723.118 2.346.265.708
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - -
Jumlah 2.394.723.118,00 2.394.723.118,00

5.3.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp623.769.135,00 ,
apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp638.480.041,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun
sebesar (Rp14.710.906,00) atau -2,30persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)

| Beban Penyusutan
1. Peralatan dan Mesin 566.355.795 581.066.701
2.  Gedung dan Bangunan 54.053.208 54.053.208
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.360.132 3.360.132
4.  Aset Tetap Lainnya 0 0
5. Aset Lain-Lain 0 0
Jumlah Beban Penyusutan 623.769.135 638.480.041

Il Beban Amortisasi
Aset Tidak Berwujud 0 0
Jumlah Beban Amortisasi 0 0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 623.769.135 638.480.041

5.3.2.1.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 , apabila

dibandingkan dengan realisasi Beban

Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp11.566.200,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain menurun sebesar (Rp11.566.200,00) atau

-100,00 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
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Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Aset Tetap Ekstrakomptabel - -
Nilai Buku Aset Tetap Yang Dihapuskan
Belanja Tidak Terduga - -
Jumlah ,00 11.566.200,00

53.2.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran
2022 adalah sebesar (Rp14.066.125.540,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2022 (Audited) 2023 (Audited)
Pendapatan-LO
Beban 14.681.778.472,00 14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -14.681.778.472,00 -14.066.125.540,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar
(Rp14.066.125.540,00) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa
Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar (Rp14.066.125.540,00).

53.24 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5325 Surplus/(Defisit)-LO
Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional,

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 55



Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 — Audited

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00), berasal dari

(dalam rupiah):

Tahun Anggaran

Tahun Anggaran 3

Uraian 2022 (Audited) (Audited)

Pendapatan-LO

Beban 14.681.778.472,00 14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -14.681.778.472,00 -14.066.125.540,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Pos Luar Biasa 0,00 0,00

Surplus/(Defisit)-LO

-14.681.778.472,00

-14.066.125.540,00

533 CATATAN PENTING LAINNYA
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5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
54.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas Awal;

b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari
dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan

d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut
(disajikan dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran

2023 (Audited) 2022 (Audited)
Ekuitas Awal 6.812.215.287,00 7.279.622.492,45
Surplus/(Defisit)-LO -14.066.125.540,00 -14.681.778.472,00
RK PPKD 13.739.631.900,00 14.579.956.076,00
RA PPKD (Nilai Perolehan) 0,00 0,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) 0,00 0,00
Ekuitas 15.936.748,00 -365.584.809,45
Ekuitas Akhir 6.501.658.395,00 6.812.215.287,00
Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun  Anggaran 2023

sebesar Rp6.501.658.395,00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 .

2. Surplus/Defisit—LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp-14.066.125.540,00.
3. RKPPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 .

4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 .
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5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 .
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.936.748,00 .

7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun ~ Anggaran 2023
sebesar Rp6.812.215.287,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun
Anggaran 2022 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp7.279.622.492,45 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar Rp-467.407.205,45 atau
-6,42persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp-14.066.125.540,00. Akun ini

dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTahun ~ Anggaran 2023
sebesar Rp-14.066.125.540,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp-
14.681.778.472,00. Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun
Anggaran 2023 Surplus/(Defisit)-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

meningkat sebesar Rp615.652.932,00 atau -4,19 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.3 RKPPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD. RK
PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 .

5.4.3.4 RAPPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan
OPD). Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2023 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk
barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp0,00 serta Saldo RA PPKD
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(Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut
sebesar Rp0,00

5.4.3.5 Ekuitas
Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)

Koreksi Saldo Awal Kas 0,00 0,00
Kas Lainnya (BLUD) 0,00 0,00
Koreksi Setoran Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 -365.069.079,00
Tahun Lalu

Koreksi Setoran Kas di BP Tahun Lalu 0,00 0,00
Koreksi Piutang 0,00 0,00
Koreksi Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
Koreksi Nilai Persediaan -960.000,00 0,00
Koreksi Investasi Permanen 0,00 0,00
Koreksi Kemitraan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang Sewa 0,00 0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang TPA 0,00 0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang TGR 0,00 0,00
Koreksi KDP 0,00 0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
Koreksi Pencatatan Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap 0,00 3,36
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 19.318.180,00 -515.733,81
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud 0,00 0,00
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain 0,00 0,00
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain 0,00 0,00
Koreksi Kewajiban 0,00 0,00
Koreksi Utang Belanja --2.421.432,00 0,00
Koreksi Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 0,00
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Koreksi Beban Barang Dan Jasa 0,00 0,00
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel 0,00 0,00
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Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Lain - Lain 0,00 0,00
Pembayaran Piutang Bagian Lancar TGR 0,00 0,00
Pembayaran Piutang Lain-Lain 0,00 0,00
Jumlah 15.936.748,00 -365.584.809,45

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :
1. terdapat koreksi akumulasi penyusutan asset tetap pada peralatan dan mesin.
2. terdapat koreksi nilai pengakuan utang Belanja Pegawa

3. terdapat koreksi nilai persediaan

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun  Anggaran 2023
sebesar Rp6.501.658.395,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun
Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp6.812.215.287,00 , Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menurun sebesar Rp-310.556.892,00 atau -4,564persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

544 CATATAN PENTING LAINNYA
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BPKAD

6.1 DOMISILI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2, Kota Bandung.

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan operasionalnya di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 142 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai

bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi;
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c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ~ berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Jawa Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

1. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPP%

Hj. INDRASTUTI CHANDRA DEWI S.,SH.,M.Si

AGUNG PERMANA.,S.Sos

Hj.RIDA FARIDA.,S.Sos H. BULDANSAH.,AP.,MM

HASAN YUSUF S.TH.Il, MAP - MELLY GUNAWAN.,SIP.,MM SUHENDI,S.Pd.,MM
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BAB VII
PENUTUP
Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Desember 2023 menunjukkan
jumlah Aset sebesar Rp6.509.736.176,00 Kewajiban sebesar Rp8.077.781,00 dan Ekuitas
sebesar Rp6.501.658.395,00 ;

2. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023
menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah atau persen dari anggaran yang telah ditetapkan
sebesar dan Belanja berjumlah Rp13.739.631.900,00 atau 91,89 persen dari anggaran yang
telah ditetapkan sebesar Rp14.951.609.670,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA
antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar Rp-13.739.631.900,00;

3. Pada Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran
2023 terdapat Beban sebesar Rp14.066.125.540,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan
Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar Rp-14.066.125.540,00;

4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 dan FEkuitas Akhir sebesar
Rp6.501.658.395,00 .

Bandung, 05 Agustus 2024
7 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (x

Provinsi Jawa Barat,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

Lampiran 7

SALDO PERSEDIAAN | SALDO PERSEDIAAN
HE  Bederen URAIAN PER 31 DES 2023 PER 31 DES 2022
1 2 3 4
1.1.12.01 BARANG PAKAI HABIS 12.849.600 5.381.695
1.1.12.01.01 BAHAN 1.614.100 1.920.000
1 11.1.12.01.01.0001 Bahan Bangunan Dan Konstruksi 1.614.100 1.920.000
ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN

1.1.12.01.03 KANTOR 11.235.500 3.461.695
1 11.1.12.01.03.0001 Alat Tulis Kantor 1.017.000 0
8 |1.1.12.01.03.0008 Alat Listrik 10.050.000 3.461.695
13 ]1.1.12.01.03.0052 Makan dan Minum Rapat 168.500 0
JUMLAH PERSEDIAAN 12.849.600 5.381.695

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

“H

AGUNG PERMANA, S.Sos.

NIP. 19750101 200801 1 007




200 | 108002 LOLOSL6L "dIN
ettt oboddebedidois Bttt il

'S0S°S VYNVINM3d ONNDY

‘ueBuenay uep ueeuesualad ueibeg qng ejeday|

9/5°988'96%'9 96.'€0Z LE0ZL Z.1£'060'VES'8) - 099'6£8'882 ZLL'05Z'SvZ 8L HYIANP
< : : . 5 = NYVYIHIONId WY1V ISHNHLSNOM| 9
e - - - - - VANNIV1 dv13L 13Sv| §
096'€8V'ZE 0v0'8LL VE 00020229 - - 00020229 NYONIRVE NVa ISYOIdl ‘NY1vr] v
189'GZL'8vE 1G8'G9L'900°G 8EG LBZ VSE'S - - 8ES LT VSE'S NYNNONVE Nvd ONNA39| €
626'9£9°/L6 S06'6LE'966'9 E8'956'CL6°L - 099'6£8'88% v/1 /LS89, NISIW NVad NYLV1ve3ad| 2
000°0v9'8EL'S - 000'0F9'8BEL'S - - 000°0F9'8EL'S HYNVL| |

(Z-9)=8 L (5-7+£)=9 g [z € z I

(dy) (dy) (dy) (dy) (dy) (dx)
£202-29Q-1¢ £202-290-1€ £20z-2e0 ONVHNYYIL HvYaWvLly3g S Y T dV13L L3SV SIN3r ON
UI4 NMNE IVTIIN | AS NVLNSNANId ISYINWNYY | -1€ ¥3d HIHMY 0d1vS ISV.LAW

(yerdny weleq)

€202 Jaquissaq L€
HY¥3avAa dV.L3L 13SV NVONVENONId NvA NVHVYEWNYNI ISYSITVIY dVL4dva
1dig uejejesuad uep ueynpnpuaday seuiq
1vHva YMVT ISNIAOYd HYHAVA HVLNIMIW3d

8 NVHIdINV1



200 b L0800T L0LOSLEL "dIN

‘ueBuenay UBp UBBUEBDUBIAd UB|Beg qns rjeday|

00'0 00'0 00'n 00’0 00'0 00'0 00'0 oo'o 00'0 00'0 00'0 00'0 000 00'0 HYINNr
00'0 00'0 000 00'0 00'0 NIVTNIV1 NvE3g
00'0 00'0 00'0 oo'o 00'0 NYVHVHITSW3d NvE3E
00'0 00'0 0o'0 00'0 00'o VSV Nva3g
00'0 00'0 000 00'0 00'0 NVVIQ3SH3d Nva3g
00'0 00'0 00'0 ISVSITVLIdYMIA YVALL ONVA TYQOW YINY138 YNLNN NVONVEILIN
00'0 00'0 00'0 000 00'0 00'0 000 00'099'6£8'88Z {000 00'0 oo'o 00'0 00'099'6£8'88Z |00'0 HYINAP
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 NIV - NIV L3SV - VANNIV 138V
00'0 00'0 00'0 00'0 oo'o oo'o NPNMYIE XYL L3SV - YANNIY] L3SV
00'0 000 000 000 00'0 00'0 NVVIQasy3d
00'9/5°988'96¥'9  |00'96L'€0Z'LE0'ZL  |00'ZLE'060'¥ESBL  |00'0 00'0 00'099'6£8 882 000 00'099'6£8°882 |00'0 00'099'6¢8°88Z |00'0 00'0 00'099'6E8'88Z |00'Z1L09Z'S¥Z 8L dV131 135V HY NN
00'0 00'0 000 00'0 00'o 00'0 00'0 NYVIHIONId WV TVA ISHNELNOY [ 9
00'0 000 000 000 00'0 0o'o 00'0 000 00'0 VANNIV] dV13L 138V | §
00'096'€8Y'Z¢E 00°'0v0'8LL YE 00°'000°20Z'L9 000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'000'20Z" L9 NVONINYT NV ISYORII NVIVE | ¥
00'/B9°SZL'B¥E 00'LG8'G9L'900°S  |00°8ES'LEZPSE'S  |00'0 000 00'0 00‘0 00'0 00'859'L6Z'¥SL'S NYNNONVE NVQ ONNQ39 | €
00'8Z6°989°LL6 00'G06'6LE'966'0  |00'PEB'9SE'ELE'L  |000 00'089'6€8'882 00'099'6£8°882 00'099'6£8'882 00'099'6£8'88Z |00'PLL"LLL'S89'L NIS3W NVO NVLYIvyad | 2
00'000°0¥9'8EL'S  [00°0 00°000°0¥9°8EL°S  |00°0 00'0 0o'o 00'0 00'0 00'000°0¥9'8EL'S HYNYL | L
(1z-92)=82 2 (§2-01+8)=9Z  [+ZT+LZ+OZ+E 84 (LL+8L+SL+pL+EL+EL+LL)= 8L zi (o168l =41 ok {8-L-9+9+¥]=6 8 S 14 € z 2
£20Z'VL ue
. inyBuesieg
(ado (dejoy. yosy . ..n:mnwwh.a- gzozvl | deayjese
£20z-000-be tzozoadle £202-000-1€ uswne | ussndeyfuag yejuing ) zgu e __u_”w_h”uh_hwv__: e = nﬁ"ﬁ“, e Vel L
104 Ming |elIN u.ﬂaﬂ._ﬂﬂ:nhuuom Jad JuNY opIES =r_.”“ .m_.n__N_ w“n Bues £Z0Z'YL 9 yepn m_”“a_.-m_.u”o_.uus Bued jepop | BueA dejer _-__«M.H_._M”uwm 202 [BMy OPRS NYONVHALEA N
lepo efuejeg | Buek £20Z Vi |epow efusieg efurjeg jesy sjuar
Iepow elueieg |ses|Eey ises|jeay :”__u: _”_nm_z
|1Ses||eay
Buesny iseiniy yequey |seanp

(yerdny wereqa)

11diS ueyEIRIUed UBP UBYNPNPUedey Seulq | HYHIVA LYHONYYI YWYN

€202 Jaquiasaq Lt
HYH3VA dV131 L3SV NVONVENONId NVa NYHYENVYNId NYIONIY ¥VL4va
1vyvda VMY ISNIAONd HYLNI¥3IW3d

6 uejdweq



200 } 10800Z LOLOSLE) ‘dIN
§05'S 'VNVINUId ONNDV

‘ueBueney uep ueeuedualad ueibeg qng ejeday|

rorren o S— rag o e e VANNIV] L3SV NVA dVL3L
96L°€0Z LE0ZL 081'8LE'6L 0 0 0 0 08L'8LE'6L SEL'692'€29 0 SEL'B9L'EZY 0 0 0 W8'ZSLZEY L 136V NVLNSNANId ISV INNNIY
YANNIV
0 0 0 0 135SV NYLNSNAN3d
ISYINIWNAY
96L°€0Z°LEOTL 08L'8LE'6L 0 0 0 0 081'8LE6L SEL'69LEZY 0 SEL'69L'EZ9 0 0 0 We'ZSLZEY LL HYIWNe
VANNIV] dVL3L
0 0 0 0 0 13SY NVLNSNANAd v
1SYINWNY
NYONIIY
e e . s NYQ ISYOIHI
0v0'gLLYE 0 ZEL09EE ZEL09E'E 806°L5¢€'LE 'NVIVF NVLNSNANId £
ISYININYY
NYNNONVE
— ; o Nva ONNA39
1586919006 0 902 €50'¥S 80Z £50 %5 EPOZLLTSE Y NVLOSNANId 2z
ISYINWNNY|
NIS3aW
P I e ; . NV NYLYIvH3d
506'61€'966'9 081'BLE 6L 081'8LE6L $6.'G5E'995 G6L 55€'995 062282 6V 9 NYLASNANId b
ISYINANNY|
SL-6+E€ =91 FEL+ZL+LL+0L = [ €l zL [ oL S+L+9+G+P =6 8 L 9 S ¥ € z L
{dy) (dw) (dy) {dy) (dy) (dw) (dy) (d) (dy) (dy) (dy) (dy)
yes bued yeg buek
(dy) £202-09G-4€ i) s zﬂ,_%hww = (dy)
uesenjabus, 1 UBBWIIBUS,
A4 MY OTIVE HYINNE taics d WSNdVHONIFYHIISYIHI] ¥VNT3aM ISY.LAW ISHIHON HYIANe ; u_a_ d| \vinsnANad VOIHISYIHFNSYIN ISVLOY ISHTHON | oo o o ave [LNSNANA 1SYINWNY ON
eBusd/yeqiH eBuogueqy| VeSS
NYONVHNONId NYHVEWYNId

£20Z lequiesaq Lg
d¥3aL L3SV NVLNSNANId ISV INWNMY ISYLNW dVLI4vVa
jidig uejEjesUag uep ueynpnpuaday seulq
1vHY8 VMYT ISNIAOYd HYH3va HYLNIRIIWAd
01 NVHIdAVT




200 L LOB0OOZ LOOSLEL "dIN
8055 'VNVINIAd ONNDV

‘ueBuenay uep ueeuesuaiad ueibeg qng ejeday

S1 uEnduiE]

ndis uegpwauag uep ueynpnpuaday seurq

VOVHAN NVA ‘O'T VT NVLIVUALIN NVIOdV'T

LVUVE VAVI ISNIAOUd

g8L'6SYLIB Ll 62962898V L |ZeviErE |- - - - - - Zerizve |- - - - - - - L90°15L88L 1L V1OL
B0L89Z'9VET  |BLLEZLVEET |- - - - - - - - - - - - - - - BLLEZLPEET HYIWNAF
90,692 9PEZ  |BLLEZLVEBEZ |- - E - - - - - - - - - - - E SLLEZLVBEE uaBa wejeq seuiq ueueeliad elueiea| L0v0Z0 LS
SYNIO NYNYTYrei3d Nvassg
ZLVLZLTMY 8LY'ES6'TET . - - - - - - - - - - - - - - 8Lv'SS6'ZET HYTNNC
2 06L'6LL'GE - = - - = - - = = - - = - & - 06L'6LLST 1sebuj uep ‘ueBuuer ‘uejer ueeseyjewed Elueleg| ¥0'€0'ZOL'S
L6LE6LLE = - - - - - - - - - - - # s - - - ueunBueg uep Bunpag) ueessyawad elueidg| €0'e0Z0 LS
G/EVES LGE 882 ¥EZ L02 - - - - - - - - - - - - - - . 962 ¥EZ 207 UISBIN UEP UBJE[EIad UBRIEYoWad ElUBIea| 206020 L'S
NVVHVHITIW3d Nveas
G0L'999ZLL'6  |6€0'€S9'BISR | ZEVLEIVE |- - - - - - vy |- - - - . - - 59p'PLO LIS HY NN
—_— LA = » i B N B } L : B e NSY eAuuie Jipelao uebuequiliad =
684665 ZEL ZEL LbL PBZ - - - - - ZEL LPL B iAo ~fmany oo (R
leFPl80ZE'e  [0/58L2'EZ8C |- - - - - - - - - - - - - - - 9/5'8LZ'E28'C NSV ue|iseuBuad ueyequel efueieal  2010°1'S
5807ST6S9C  |S2L2600vbE | ZevlZvE |- - - - - - Zeriere | - - - - - - - [GLYLLERYE NSV ueBuefuny uep ifeo efuesg|  LO10LS
IVMY93d Nva3g
zz 1z 0z sl 8l Ll 9l si vl €l zi 1 ol 6 8 ) 9 s z L
aJvavt
A0
HdNTd
8 Is £2z0z ISVRITY mﬂ@.“o
zEH:_,_ nvaaa | O | pagyy | N | 2202990 visaani| -oea | IsvsiNyD L.v__ﬂ«nx_pn INVONO
zz02 €20z svevd |avenan] BYINY [ Sy qiewn [OYININE qurnay | e H3dN IVIN | -1g ¥3d [HoLoNMWa| prer | | ISl v
NAHYL NYE38 | NOHYLNYE38 | pvane Avogg | 18wl [ P isver | RO | vairvma | pywne | NUN | NS (EVINIA | 0o, | ANNIVT | SYTHEY nuwﬂhw VT NYIVED Buueyex
SYIH3N VLIV oavs NENNEd| IrYM3X | 33 HYaIH Hv¥ava bLE apoy
ISYMII ONVLAId VeNYI3E veen L oo ¥ | meaa
SYIMaY rNVI3E
HYLN
ETED]
Mva
INIVI=11%]
ONVHNMHIE HYEWY.LY3E
€707 VL




L00 | L0BOOZ LOLOSLEL “dIN

'808'S VNVIWH3d ONNDY

‘ueBuenay| uep ueeuesusiad ue|beg qng ejeday

 uendwe eped £z0z seqwadeq L Jed exnuip Jekeqip ueqeq (ejiu uebuep ewes sniey €20z Jaquiedaq L 1ad eynwip sefeqip ueqag OPIES/IEIN  * 13
00°6EL°Cv8'609°'L | 00'690°P68°28L° L | 00'642'¥99'S 00'6L2'799'G 00°18L°220'8 | 00°18L°220°8 00°L95°08Y'08L'L (@+v ) HYINNC
91L°L69°96 081°010'82 - - - - 00'081'0L0'8L (g) HYIWNr
= oGetE be - - - - 00'000°008°02 uBLeOd UEP UBNIPIDUR BLBS SWaL|  Z1'20'20°L'S LL
1ses||e|sog 'Ueylejad/snsiny eluejeg
- 00572899 - - - = 00'005'289°9 ugunbueg uep Bunpeg Bmas eluesd| 5020720745 v
91, /6996 089'2Z5 0§ - - z - 00'089'/25°05 IsUEINsy/ueuiLer uein| efuejeg|  202020°L'S 1
VSV
6L [ 1L €L zl L S Z 3
z202 £202 220
iSligiEREL £20Z NNHYL ONVENYYI3E 93@ LEYId | HVAWVLN3E | LEQ/S ¥vAvVEId
vSvYr Nvaasg HYINNG NYEIrYMas HYINNG WN138 ONVA aMdis vu1 vH1 NYIVEN v apoy ON
VN NVEIFYMIN IVTIN
HYINNe HYIWNr ONVENMYIE HYESINY.LY3g
6LO'9PLELS'L 688'€88'V0L'L 00'622'799'G 00'6.Z¥99°S [ 00'LBLLL0'8 00°18L°220'8 00'285°02F°Z0L'L {v) HyInnr
00€ P8 8} 000 GEV LI - - - . 00'000°SEV L L UBUIZUIay UBp ‘508 eled uaiekequiag eluejag| /9001020201 S
611256 ¥9 92. 6L 98 0062 ¥99°G 0062 ¥99°G 0018.1/08 |0018LZ.08 00922 9€1 €8 Sujsh ueyibe] eluejeg] 1900°10°20°20°L°S
000 0¥ ¥ 0 - 3 = - = uodeja 1 ueyibe] eluejeg| 6500'102020°4S
000 0SL € 000°0¥6'S - B - - 00'000°0¥6'S Uedwes ueye|obuag eser elused| 1600 L0Z0Z0'L'S
B 001 ¥€L 09 = = - g 00°004 ¥EL'09 Jidng ebeus ] eser Bluejed| ¢e00 L02020} S
000909 ¥62 007'G66 GLE - - 2 z 0000V SB66°GLE UeUElEsy ebeua] eser eluejeg]| Le00'102020°L'S
000 0P ZLE 199'685 99€ - = = s 00'199'685 98¢ uByisjeqey ebeua] esef eluejeg] 0e00 1020201
000002 12 000°0SE 12 2 - s - 00'000°0SE'L2 iy €beus] eser elueisg| 6200 L0 20204 S
0007008 |4+ 000008 L1 - - - - 00°000°008°L L} Jainduicy J0jesedQ ebeus) eser eluejeg| /z00 102020°4'S
000008 V8 000005 256 = = - 5 00'000°005 25§ JSEJIS|UILPY eDeUa] eser eluejeg] 9200'10'20'20'L'S
i ] wnuwin eueles R =
000°00£'£8} 0 % i - ) . uep eueseselq usuebueued efeus) eser sluejpg 9L00°10°Z0E0’L 'S
. N—— ueyfielad uep S
000 057 6 000°062 9L - = = = 00'000°062°94 LeNIpIpUS UElE|Bey] useiBBEUGIBAUB uéaocox L100°L0'2020'L'S
000 000 61 000002 12 - - = - 00'000°002° 12 UEMIUBUOY WNUEJIOUOH| /000 1020 20°L'S
000002 ¥6 000 007 1L - - 2 - 00'000°00% ¥ 1 JOyeIpay 'SEUEqUISH :M“”_W_nwmhmﬂﬂﬂnﬁuoﬁwn £00010'2020°L'S
Jojuey eser eluejog|  1L0'20°20°L'S ‘b
vSvr
61 8L I £l zh LI S z [}
zz0z £20Z 290
zz0z £20Z NNHYL ONVUNHYIE sad lE¥3d | HVEBWVLY¥3E | LEQ/S ¥vAvElD
unyel eser ueqag | VSV NvE3g HYTANP NVEIrYMIX HYWNe WN138 ONVA v Va1 NVIVEN Vi epoy ON
VN NVEIFYMIN IVTIN
HYIANE ONVHNMHIE HYEWY.LH38
ndis uejeieouad uep uexnpnpuaday seuiq

£20Z Jaquiasaq L
VSV NvE38 NYONNLIHY3d ¥NLINN
YOVHIN NYa 07 ‘v NYLIVMEILINM NYHOdY
LvuvE VMYT ISNIAO¥d

71 Uendurey




PROVINSI JAWA BARAT

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

TAHUN 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran 18

URAIAN BEBAN TAHUN 2023 BEBAN TAHUN 2022
1 2 3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
A.1 BEBAN PENYUSUTAN
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 566.355.795 581.066.701
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 54.053.208 54.053.208
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.360.132 3.360.132
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain 0 0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN 623.769.135 638.480.041
A.2. BEBAN AMORTISASI
Beban Amortisasi 0 0
JUMLAH BEBAN AMORTISAS! 0 0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 623.769.135 638.480.041
B. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
Beban Penyisihan Piutang Pajak 0 0
Beban Penyisihan Piutang Retribusi 0 0
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang SAH 0 0
Beban Penyisihan Piutang Lainnya PPKD 0 0
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG 0 0

~ 2

AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PERBANDINGAN REALISAS| BELANJA MODAL NERACA DAN LRA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Per 31 December 2023

Lampiran 19

LRA NERACA SELISIH KETERANGAN
-~ URAIAN @ (b) ©) = (a-0) (@)
1 | TANAH - 5l =
2 | PERALATAN DAN MESIN 288.839.660,00 288,839.660,00 -
3 | GEDUNG DAN BANGUNAN - - =
4 | JALAN IRIGASI DAN JARINGAN - . -
5 | ASET TETAP LAINNYA - = -
6 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - -
7 | ASET LAINNYA 5 i _
JUMLAH 288.839.660,00 288.839.660,00 -

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007




